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. 27 Merek Ikan Kaleng

;"* BATAM (BP) - Belum selesal kasus
tiga merek produk ikan makarel
yakni 10, Farmer Jack, dan HOKI,
Badan Pengawas Obat dan Ma-
kanan (BPOM) kembali

merilis 24 merek makarel

kalengan yang juga me-

ngandung cacing, Rabu
(28/3). Sehingga jumlah
produk makarel bercacing
bertambah menjadi 27 me-
rek.

14, JOJO

Dikutip dari laman BPOM, temuan
tersebut setelah BPOM melakukan
uji laboratorium terhadap 541 sam-
ple ikan dalam kemasan kaleng ma-
karel dari 66 merek yang berbeda.
Dari 66 merek rersebut 27 merek di
antaranya positil mengandung cacing,
parasit. Termasuk 10, Farmer Jack,
dan HOKL

Kepala BPOM Penny K Lukito me-
nyampatkan dari 27 merek ikan kaleng
yang mengandung cacing i terdiri

PRODUK MAKAREL
BERCACING

dari 16 merek produk impor dan 1)
produk dalam negeri.

"Dominasi produk yang mengandung
parasit cacing adalah produk impor,”
kata Penny dalam rilisnya, Rabu (28 1)
malam.

Namun, Penny memastikan, bahan
baku dari 11 merek makarel kalengan
lokal tersebut didatangkan dari luar
negerl alias diimpor
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27 Merek Ikan Kaleng Bercacing

Sambungan dan hal 1

Atas temuan tersebut, BPOM
telah memerintahkan kepada
importir dan produsen untuk
menarik produk masing-
dari pasaran. Selanjut-
. nva, produk-produk tersebut

h arus dimusnahkan.

ak hanva itu, BPOM untuk
sementara juga melarang im-
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portir memasukkan atau
mengimpor ke-16 merek ma-
karel impor tersebut. Semen-
tara untuk 11 merek makarel
produksi dalam negeri, untuk
sementara produksinya di-
hentikan. "Sampai audit kom-
prehensif selesai dilakukan,”
kata Penny.

Penny melanjutkan, BPOM
akan terus memantau pelaks-

anaan penarikan dan pemus-

nahan serta meningkatkan
sampling dan pengujian ter-
hadap sample lainnya dan
semua produk ikan dalam
kaleng. Baik produk dalam
maupun luar negeri.
Bersama dengan kemente-
rian/lembaga terkait, BPOM
jnga m mmtm koor-

‘awasan sepanjang rantai
produksi ikan sejak penang-
kapan dan penanganan bahan
baku hingga produk jadi.
"Pemerintah Indonesia, dalam
hal ini Kementerian Kelautan
danPa'ﬂ:m:lan. telahmembe




Telat Lapor SPT, Denda
Rp 1 Juta per Bulan

BATAM KOTA (BP) - Periode pelaporan Surat Pem -
beritahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan 2017 akan
segera berakhir pada 31 Maret untuk SPT Pribadi dan
31 April unutk SPT Badan. Warga Batam yang belum
melunasi kewajibannya diimbau segera melapor ka-
rena keterlambatan akan dikenai denda Rp 100 ribu
per bulan untuk pajak pribadi dan Rp 1 juta untuk
pajak badan.

"Kita imbau masyarakat agar jangan melapor mepet-
mepet di waktu terakhir agar pelayanan kami bisa
berjalan maksimal,” kata Kepala Kantor Pelayanan *
Pajak (KPP) Batam Pratama Selatan Gunung Hermin-
to Siswantoro di kantornya, Rabu (28/3).

Gunung sangat menyayangkan karena meskipun
sudah menggunakan sistem e-Filing dan sudah beru-
lang kali disosialisasikan, namun masyarakat masih
belum kunjung juga paham. "Masih banyak yang, tak
gunakan, kesadaran masyarakat sangat kurang. Pada-
hal sudah kami kirimkan e-Filing di e-mail masing-



masing wajib pajak," tambah
nya. o
Ada juga wajib pajak yang
kembali meminta e-Filing
padahal sudah tersimpan di
email masing-masing. "Dah
dikasih sebelumnya malah
minta lagi, padahal di email
sudah ada semua. E-Filingitu
yang terintegrasi langsung
dengan sistem Direktorat Jen-
deral Pajak (DJP) online.
Dengan itu tidak perlu lagi
datang ke kantor pajak,’ pa-
parnya.

Pantauan Batam Pos, Kantor
KPP Batam Pratama Selatan
dibanjiri puluhan hingga ra-
tusan wajib pajak seminggu
belakangan ini. Tujuannya
adalah melaporkan SPT pri-

badi secara manual karena

banyak yang tak memahami

4#

*ﬂmﬂﬂ*;{ P 8

: 'ﬁ\;""ﬂ: "'J.." 'H" i

Hﬁ‘fﬂ ko

o

-

2r

e

J&JL

=
ll*rH +f|..r|

...........

.....

manual akan terus kami lay-
ani, mpi setelah 1 April tidak
ada lagi,” jelasnya.

Makanya, sambungnya, se-
bulan terakhir ini, kantor pa-
jak tersebut menambah jam
kerja yang pada mulanya se-
lesai pada pukul 16.00 WIB
menjadi pukul 17.00 WIB.
Bahkan di hari Sabtu mereka
juga buka.

"Selain itu, untuk mengako-
modir wajib pajak yang tak
bisa menggunakan e-Filing,
KPP Batam Pratama Selatan

membuka kelas pajak,” sebut-
nya.

Upaya ini akan terus dilaku-
kan mengingat target besar
yang dibebankan DJP kepada

KPP Batam Pratama Selatan.

"Target tahun ini Rp 916 mi-
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-_ liar. Memang menurun dari

tahun lalu yang hampir men-
capai Rp 1 triliun. Penurunan
tersebut karena memper-
timbangkan kondisi ekonomi
Batam yang belum pulih,’
ungkapnya.

Salah satu wajib pajak yang
sudah melunasi kewajiban-
nya, Habli mengatakan e-
Filing yang diterapkan oleh
DJP mulai dimanfaatkan
dengan baik oleh wajib pajak
yang masuk sebagai nasabah
BNI.

"Sudah berjalan konsep ini
dan penerimaan e-Filing
selalu ada setiap hari. Ini tero-
bosan bagus karena nasabah
tak perlu repot-repot lagi ng-
antri atau datangi bank. Me-
reka sudah bisa melaksanakan
kewajiban pajak melalui mo-
bile banking atau mesin ATM,’
tutur Habli.(leo)



Penamban

Ke Oknum Pegawai dan Aparat

BATAM KOTA (BP) - Ak
Fitas j'”'-""""h'”'H-"' anu peng
eTukan Pasir I|l'].':.1i di Kawasan
Panglong ."a.nnp:w.: cdan di e
kitar Dam Tembesi, serta ge
fumlah ik lainnya dj Batam
mermang sulit diberantas, Pa
salnva, kegiatan ilegal yang
sudah hH.-'rnr'.g-nmg bertahun
tahun tersebut, malibatkan
sejumlah oknum pegawal
pemerintahan Maupun apa
ral KEEamanan

“Mereka menerima upeti
dari para penambang. Maka-
rya tak mungkin bisa diberan.-
tas,” ujar Wa, salah satu sum-
ber Balam Pos, Senin (26/3),

la bukan tak percaya dengan
kemampuan Dinas Lingkungan

Hidup (DLH) Kota Batam,

Ditpam Badan Pengusahaan

(BP) Batam, maupun Dinas

Pertambangan dan Ene

(Distamben) Provinsi Kepri,

Namun adanya oknum-oknum

dari berbagai institusi yang

juga menggantungkan hidup-
nya di sana membuat pencu-
rian pasir terus berlangsung.

Wa yang juga pekerja di sa-
lah satu tambang pasir ilegal
itu menceritakan, aktivitag
penambangan pasir ilegal itu
telah ia lakoni mulai sebelum
berkeluarga sampai sudah
punya anak. "Menghidupi anak
istri, ya dari hasil cari pasir di
sini,” ujar Wa,

Wa mengaku dalam sehari

mampu mengantongi uang
dari hasil penjualan sekitar
Rp 200 ribu. Diakuinya, sebe-
narnya kalau tak banyak pihak
vang datang menarik upeti,
penghasilannya bisa lebih
besar lagi, bisa Rp 300 ribu
per hari. Tapi tamu-tamu yang
datang dari beberapa instan-
si atau institusi meminta
upet banyak.

"Makin gencar pemberitaan
di media, bukannva mereka
(oknum peminta upeti atau
setoran) menghentikan volume
kunjungannya ke penambang,
justru makin sering datang
minta seforan. Kompenm!uyn
mereka menjamin aktivitas
kami aman,” terang Wa,

Sayangnya, Wa tak berani
menyebut secara spesifikasi
oknum-oknum dari institusi

Maupun instansl yang mutin
bertamu meming upetl, “ltu
lah yang bisa saya kasih taliy
Kalau saya buka SeInua, tary
hannya nyawa anak istri saya,’
lelasnya

IMa mengaku, saat dia tidak
di rumah, sejumlah oknum
datang meminta setoran., [etri-
Y3 pun terpaksa menelepon
nya. " Gimana saya tak pusing,
tak dikasih, saya takan ditang-
kap dan tak bisa cari pasir
lagi. Dikasih, mereka bukan
sekall dua kali datang, dalam
seminggu ada yang sampal
empat kali datang ungkapnya.

Ketika ditanya siapa pem-
beli pasirnya selama ini? Wa
mengaku sudah memiliki pem-
beli tetap. Tiap hari selalu da-
tang mengangkut pasir hasil
mengisap menggunakan me-
sin hisap. "Kalau soal harga,
seragam semua di sini. Kami
ada perkumpulan koperasi.
Dari situlah harga ditetapkan.
Kalau pasir di sini it harganya
paling murah, apalagi kalau
ada pembeli yang datang langs-
ung bawa angkutan, bisa lebih
murah lagi,” terangnya,

Bukan hanya Wa saja yang
sering didatangi oknum dar
institusi ataupun instansi. Be-
berapa rekannya sesama
penambang pasir pun juga
sama nasibnya, dimintai upe-
ti atau yang biasa di kalangan
mereka disebut setoran. "Tak

Panglong tersebut selaras
dengan pernyataan

DPRD Batam darll(omlulﬁ
Jefri Simanjuntak. Kepada
Batam Pos, Jefri mengakui
kenapa selama ini penam-
bangan pasir darat di Batam
tak bisa ditutup. Padahal dam-

g Pasir Bayar Upeti

myak okrum instansi permerin:
tah yang tkut mentkmati ha-
silnya. Banyak kepentingan
arang besar yang says maksud
pengusaha juga yang meng-
gantungkan pasckan pasir
darat itw,” ufar politikus asal
dapll Sagulung Inl.

Polisi Boleh
Sebelumnnya, Kepala Distam-
ben Provinsl Kepri Amjon
mengatiakan, semua yang

mang thdak
ada dalam tata ruang satu
titik pun untuk tata
tambang sepertl pasir darat.
Pemko Batam, lanjut Amjon,
pernah berkirim surat ke In-
tansi yang dipimpinnya yang
Isinya ingin membuat tim
terpadu untuk menertibkan
aktivitas pencurian pasir atau
tambang ilegal di Batamn. Hal
tersebut h;llhm Amjon sebe-
narnya hal yang tak perlu.
“Sudah jelas kok, mukmadl

satu titik pun kzin ter-

masuk pasir darat. Mereka itu
curi pasir. DLH Batam harus

"Kalau untuk menutup ity : |

duehar blsat B0
penambangan .
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DLH akan Fokus Tangani
Limbah dan Cut and Fill

BATAM, PM: Pasca dilantik
sebagai pejabat definitif di
Dinas Lingkungan Hidup
(DLH ) Kota Batam, Herman
Rozie beserta jajarannya
dan Kementerian Koordina-
tor { Kemenko) Kemariti-
man, akan melakukan audit
limbah atau lingkungan.
Mereka juga akan melaku-
kan investigasi tentang
tumpahan minyak di Kepri
pada 3 sampai 6 April men-
datang.
Herman mengatakan, ada

8 perusahan yang nantinya
akan dilakukan pemerik-
saan. Dan 8 perusahaan itu,
enam di antaranya ber-
domisili di Batam. Semen-

tara sisanya ada di Karimun.

“Investigasi dilakukan
bersama tim Menko Kémari
timan, KLHK, Kemenhub,
KKP, lembaga Migas dan Di-
nas DLH Provinsi Kepri dan
Kota,” kata Herman, Selasa
(27/3).

Dia mengatakan,
pihaknya berniat akan
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menindak kegiatan yang
merusak lingkungan di
Batam, usai resmi dilantik
menjadi Kepala DLH. Sebe-
lum ini, ia tidak bisa fokus
karena memimpin di dua
tempat, yakni; Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Per-
mukiman, dan Pertamanan
(Disperakimtan), serta Plt
Kepala DLH.

“Kita ingin mencoba
lebih intens. Kalau dulu saya
terbagi dua. Pagi di Pera-
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di DLH, siang di Perakimtan.
Kalau ini kan saya sudah full
di DLH. Tentu harus fokus,”
ujarnya.

Sejak ditunjuk menjadi
Plt Kepala DLH lima bulan
laly, ia sudah memberhen-
and fill di berbagai lokasi
seperti di Tembesi, Kavling




Masih Banyak Angkot Berkaca Gelap

nmm KOTA (BP) - Meski

=

razia bebet l;n[ arl
namun !1-.1.! th angkutan
INEKOL) Y ang :119:1}:'.-?!13-

kan kaca film gelap masih
bany -}‘ inas E"eshuhungan
!-.~._1rﬂ. H.}t.am bersama kepoli-
sian akan kembali merazia

sampai seluruh angkot tak
lagi menggunakan kaca film
gelap.

Pantauan Batam Pos di Sim-
_pang Panbil yang jadi tempat
i ‘mangkal sopir angkot menung-
" £u penumpang, masih banyak
 sterlihat angkot yang kaca film-
-111.:1 tidak tembus pandang
* dariluar. Beberapa sopir men-
-+ .gaku tidak membuka kaca film
- :gelap tersebut karena bukan
“*pemilik angkot.

"Kami ini hanya sopir, bukan

pemilik. Jadi kalau mau di-
buka harus seizin yang punya,”
ujar Franky Parhusip, sopir
angkot, Rabu (28/3).
- Iajuga berharap agar pemi-
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Yusfa Hendri

pelajaran. Kita berharap te-
man-teman sopir untuk mem-
berikan kenyamanan bagi
penumpang, katanya.

Selain itu, ia meminta Dinas
Perhubungan dan kepolisian
melakukan razia kaca gelap.
"Jadi jangan hanya sekali
saja dilakukan. Harus terus
menerus sampai tak ada lagi
yang pakai kaca film gelap,”
katanya.

Sementara itu, Kepala Dishub
Batam Yusfa Handﬁ men-

4 mengatakan, harapan ini
bLkan ti pa alasan. Awak
kendaraan yang dalam pen-

garuh obat terlarang dapat
memhaha;.rakan penumpang
dan pengendara lain.

Seperti diketahui, pada Senin
(26/3) lalu Dishub Batamdan
BNN Batam mengelar razia
dan tes urine terhadap sopir
angkot di depan GOR Temeng-
gung Abdul Jamal. Hasilnya,
dua sopir angkot positif nar-
koba.

Pemberian Surat Peringatan
resmi dari BNN (sopir apakah
direhabilitasi atau tidak).
Kami juga belum tahu apak-
ah dua orang yang bersang-

papar Yusfa.
ada kemungki-
I‘.Eﬂudikasi
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